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Beli Timah dari Tambang llegal Disebut Penadah

[JAKARTA] Pemerintah seharusnya
melarang siapa pun yang membeli timah
dari tambang inkonvensional (TI) ilegal,
‘karena secara hukum perbuatan itu di-
sebut penadah.

“Apalagi jika Koba Tin terbukti mem-

beli pasir timah dari TI di luar KP milik-

nya, itu jelas perbuatan pidana,” kata
Direktur Eksekutif Center for Indonesian
Energy and Resources Law, Ryad Chairil,

. kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan
~lalu.

Perbuatan menadah tetap merupakan
' tindak pidana, walaupun ada kebijakan
pemerintah yang membolehkan PT Koba

- Tin membeli pasir timah dari TI yang ber-

ada di dalam wilayah Kuasa Penambang-
an (KP) miliknya sendiri.

Ryad menjelaskan, kedatangan Koba
Tin adalah menambang, bukan membeli
pasir timah dari TI. Belakangan, banyak
masyarakat setempat menambang timah
" di wilayah KP milik Koba Tin. Sehingga
pemerintah mengalami dilema. Jika mela-

rang kegiatan TI maka akan muncul dam-
pak sosial di masyarakat. Karena itu pe-
merl.ntah lalu mengambil kebijakan yang
Koba Tin membeli pasir dari

Tl yang ada di dalam wilayahnya. -
‘Menurut Ryad, bagaimanapun juga,

kebijakan itu menyalahi hukum karena
bertentangan dengan Undang-Undang
Pertambangan yang kedudukannya jauh
lebih tinggi.

Seharusnya, lanjut dia, sejak awal pe-
merintah bersikap tegas menghadapi pe-
nambangan ilegal ini. Sehingga siapapun
yang membeli bijih timah dari tambang
ilegal bisa dikenakan pidana.’

Sebelumnya Direktur Utama PT Ti-
mah, Thobrani Alwi, pernah melaporkan
kepada Dirjen Geologi dan Sumber Daya
Mineral tentang kegiatan Koba Tin yang
tetap membeli bijih timah dari masyara-
kat, sesuaf laporan dari Tim Penertiban
Tambang Tanpa Izin.

+ Dalam suratnya Thobrani mengatakan s

Koba Tin diduga masih tetap melakukan
kegiatan  pembelian bijih timah. Kegiatan
ini jelas-jelas telah melanggar perjanjian
Kontrak Karya Pertambangan Umum.

Tindakan Koba Tin ini juga tidak
mengindahkan peringatan Dirjen Geologi
dan Sumber Daya Mineral yang melarang
Koba Tin membeli bijih timah, termasuk
di dalam area kontrak karyanya sendiri.

Thobrani protes keras-kepada Koba
Tin karena sebagian besar bijih timah
yang dibeli Koba Tin itu diduga berasal
dari area KP milik PT Timah. [Y-4]
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Ternyata lebah Petambangan

Juga Bisa Bermanfaat

antangan terbesar yang -
dihadapi sebagian besar
industri tambang di seluruh
dunia yakni menyangkut pengo-
lahan dan penempatan limbah tam-
bang. Penanganan limbah tambang
atau tailing déngan pemilihan sis-
tem penempatan yang andal pun te-
tap menjadi isu sensitif dan menjadi-
sorotan masyarakat.
Namun, dewasa ini para pengelola
tambang dalam membuang tailing
peduli pada upaya perlindungan

. lingkungan termasuk memelihara, -

keanekaragaman hayati. Pasalnya,

pemilihan sistem penempatan lim- -
bah bukan saja memikirkan faktor

biaya tapi dampaknya bagi lingku-

ngan hidup. Praktik terbaik penge-

lolaan lingkungan di pertambangan
menuntut proses yang terus mene-.

rus dan terpadu, mulai kegiatan eks- -

plorasi awal' hmgga kepada kon-

struksi, pengoperasxan dan penutu-

pannya,

Ketna Umum Perhimpunan Ahh
Pertambangan Indonesia (Perhapi)
Irwandy Arif mengatakan bahwa per-
timbangan utama dalam pemilihan
sistem penempatan tailing haruslah
tentang dampaknya terhadap ling-
kungan hidup, dan bukan pada bia-

ya sistemnya. “Kombinasi antara
perusahaan pertambangan yang
bertanggungjawab, ilmuwan yang-
jujur, dan t-yang objektif
niscaya mampu memberikan solusi
yang masuk akal dan mengakomo-
dasi berbagai kebutuhan para pe-
mangku kepentingan,” kata Irwandy.

. Pakar dari UI Asis Djajadiningrat .
mengungkapkan, sesungguhnya
ada dua m i penempatan
di darat (land dam) dan di laut (sub-

‘marine tazlmg disposal /STD). Ma-

smg-masmg sistem ini mempunyai

_ plus minus dan kompleksitas masa-
lah yang harus dikaji. Namun, pada .

dasarnya dari pengalaman empiris,
baik S'I‘D maupun land dam tailing

v telahdilaklﬂmndenganbaikdanter-

bukti aman di banyak operasi per-

tambangan di seluruh dunia.
"Faktor yang harus diperhatikan

untuk mengolah penempatan tail-

_ing adalah karakteristik, stabilitas .

waduk tailing, anti31pa51 potensi
rembesan dan polusi air bawah ta-
nah, antisipasi polusi air permukaan

«dan polusi udara, perlindungan bio-

diversity, _pak visual, reklamasi
.dan restorasi, _paparnya.

Menurut dia, penyim; lim-

- bah ini pun menda tanta-

ngan desain engineering tersendiri
bagi perusahaan tambang. “Limbah
dan tailing dapat menjadi material
bermanfaat jika dibuang dan ditem-
patkan dengan cara yang direncana-
kan dengan baik secara lingkungan,
keselamatan ker_la, dan perhitungan

, keekonomian,”ujar Irwandy.

Guna menghindari dampaknya
terhadap alam sebenarnya telah
dilakukan dengan menerapkan
sejumlah ketentuan yang wajib
dipenuhi setiap penanggungjawab
usaha pertambangan di tanah air
dengan tolok ukur yang jelas. Di

. antaranya parameter lingkungan di
‘laut tempat penempatan tailing,
harus memenuhi baku mutu

2 lmgkungan yang berlaku di Indone-

sia yang ditetapkan melalui Kepmen
LH 51/2004 . -

' Pemanfaatan Tailing

- Tak 'banyak yang tahu, ternyata
tailing juga bisa-dimanfaatkan. Pa-
-da sebaglan besar tambang batu ba-
ra, limbah ini digunakan untuk pe-
nutupan kembali lubang bekas tam-
bang. Mengingat volumenya yang

. besar, sejak lama telah muncul

pemikiran untuk memberdayakan-
nya agar mempunyai nilai ekonomi
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~ Surat Dirjen bertentangan

- dengan UU Pertambangan

Oleh BAMBANG DwI DIANUARTO  bangan skala kecil (inkonven-  subkontraktor PL.

Bisnis Indonesia

JAKARTA: Dirjen Mineral,

Batubara dan Panas Bumi De-
partemen Energi dan Sumber

. Daya Mineral (ESDM) Simon

Felix Sembiring diketahui terli-
bat dalam proses penampung-
an timah inkonvensional oleh
PT Koba Tin yang dinilai Ka-
polri melanggar hukum.

"Simon diketahui memberi-
kan izin kepada PT Koba Tin
yang 75% sahamnya dimiliki
oleh Malaysia Smelting Com-
pany (SMC) untuk menam-
pung timah dari tambang in-
konvensional pada 2005 sete-
lah ada Tim Hasil Verifikasi
Produksi. .

Pemberian izin itu tertuang

' dalam Surat Dirjen Mineral,

Batubara dan Panas Bumi De-
partemen ESDM' No. 1917/
40.00/DJG/2005 tanggal 17
Oktober 2005 perihal Perse-
tujuan Penambahan Produksi
dari Tambang Skala Kecil 2005.

Simon memberikan persetu-
juan penambahan produksi
Koba Tin pada tahun lalu itu
dari 15.500 ton'menjadi 21.600
ton dengan menampung timah
dari sub-kontraktor ‘penam-

sional) berdasarkan Perjanjian
Imbal Jasa (PL)).
Kapolri Jenderal Sutanto
dalam surat No. B/2587/X1/
2006 menegaskan kebijakan
pemerintah yang memboléh-
kan Koba Tin menerima hasil

~ penambangan tambang inkon-

vensional di wilayah Kontrak

* Karyanya itu bertentangan

dengan UU No. 11/1967 ten-
tang Ketentuan-ketentuan Po-

'kok Pertambangan dan.Kon-

trak Karya PT Koba Tin. -

Wilayah kontrak
Persetujuan diberikan Simon
kepada Koba Tin dengan syarat
subkontraktor PLJ yang mem-
produksi timah tersebut harus
berlokasi di dalam wilayah
Kontrak Karya Koba Tin.
Kemudian, Koba Tin diwa-
jibkan membayar royalti timah
yang berasal dari subkontrak-
tor penambangan skala kecil
tersebut sesuai dengan keten-
tuan yang tercantum di dalam
Kontrak Karya Koba Tin. -
Koba Tin juga bertanggung
jawab merehabilitasi dampak
atau kerusakan li

Ketika dikonfirmasi tentang

hal itu, Simon menegaskan
Koba Tin memang memiliki

kapasitas lebih untuk pening-

katan produksi.

- “Mereka. memang memiliki
kapasitas- untuk penambahan
produksi” ujarnya. :

Namun, setelah terjadi keru-
suhan di Bangka Belitung pada
Oktober lalu, izin dari Simon
dibatalkan bawahannya.

Direktur Pembinaan Peng-
usahaan Mineral dan Batubara
Ditjen Mineral, Batubara dan
Panas Bumi Mangantar S. Mar-
paung menerbitkan surat yang
melarang Koba Tin menam-
pung timah dari tambang in-
konvensional.

Dalam surat No. 2050/40/
BPP/2006 yag ditujukan kepa-
da Direksi Kobatin, ditegaskan
larangan menampung timah
dari tambang inkonvensional.

Kapolri pada 15 November

2006 telah mengeluarkan surat

yang mendesak pemerintah
agar memutus Kontrak Karya

-dengan PT Koba Tin karena

perusahaan asal Malaysia ter-

lingkunganyang sebut dianggap sebagai dalang
.ditimbulkan akibat kegiatan

kerusuhan di Bangka Belitung.
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'‘Bisnis batu bara

Sudah terjadwal

PTBA berpotensi
terganggu'’

Oleh IsMAIL FAHMI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Bisnis batu bara

PT Tambang Batubara Bukit -
Asam Tbk (PTBA) berpotensi
terganggu, menyusul diko-
songkannya jabatan direksi
BUMN itu selama dua bulan.
Keputusan Menneg BUMN
Sugiharto mengosongkan ja-

" dengan upaya pemerintah

membangun citra Indonesia
 sehat,” tuturnya.

- Herman dan Naldy menya-
‘takan hal itu menanggapi ke-
putusan Menneg BUMN Sugi-
harto yang mengosongkan ja-
batan direksi PTBA dan meng-

‘izinkannya dirangkap oleh ko-

batan direksi PTBA dan me- | mut,

Keputusan' tersebut keluar
dalam Rapat Umum Peme- .
-gang Saham Luar Biasa (RUP- .

SLB) PTBA yang berlangsung
di Jakarta, 15 November lalu.

nyerahkan jabatan tersebut
dirangkap oleh Komisaris Uta-
ma, menurut Ketua Masyara-
kat Pertambangan Indonesia
(MPI) Herman Affif Kusumo,
merupakan keputusan keliru *

yang tidak mempertimbang- |

kan kepentingan bisnis.
“PTBA sekarang sudah men-
jadt perusahaan internasional.

Jadi banyak bisnis batu bara |
yang harus diputuskan oleh

. direksi. Kalau ditangani ko-

mut, saya yakin dia tidak-me-
nguasai seluk-beluk bisnis; se-
hingga bisa mengganggu ja-
lannya usaha,” ujarnya di
Jakarta, kemarin.

Ketua BUMN Watch Naldy

. Nazar Haroen juga menyata-

kan hal senada. Menurut dia,

tugas komut adalah meng-.

awasi kinerja direksi. .

“Kalau komut juga memi-
kul tugas dan tanggung jawab
direksi, lalu siapa yang meng-
awasi siapa? Ini kan kebijakan
aneh. Bahkan kontraproduktif

% 37997 55722

Sumber: PTBA & sumber Iain

Deputi Kantor Menneg
BUMN bidang Pertambangan,

Industri Strategis, Energi, dan .

‘Telekomunikasi Roes :Aryawi-
jaya menyatakan .keputusan

- ini diambil karena belum dite-
mukan calon direksi PTBA |

yang memenuhi persyaratan.

“Perangkapan jabatan di-
reksi PTBA oleh komut ber-
laku dua- bulan [sejak RUP-
SLB] sampai didapat direksi
baru melaluifit and proper test.”

Keputusan Menneg BUMN

~ tersebut, menurut Ketua MPI,

merupakan bentuk ketidak-
percayaan diri dari Sugiharto
dan para deputinya karena
jadwal pergantian direksi
PTBA sebenarnya sudah ter-
jadwal jauh hari. “Di sini keli-
hatan bahwa Menneg BUMN
penuh keraguan dalam meng-
ambil keputusan.”

Padahal, lanjut Herman, pe-
nugasan pemerintah kepada
PTBA agar memanfaatkan
momentum lonjakan harga
batu bara bagi peningkatan
pendapatan negara, membu-

tuhkan penanganan serius -

pada level direksi.

- Naldy malah menilai per-
timbangan belum ditemukan-
nya calon dm:_ksx PTBA yang
memenuhi persyaratan meru-
pakan alasan akal-akalan.

“Masak dari 200 juta lebih_

penduduk Indonesia, tak bisa
ditemukan calon direksi yang

' memenuhi syarat. Di ' tiap

~BUMN kan ada pengaderan.
' Saya melihat ‘banyak kader
' yang pantas jadi direksi PTBA,”
tegasnya.
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